DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Bambang Waluyo, “Pidana Dan Pemidanaan” (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Muladi, 2004, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam
Perspektif Hukum dan masyarakat, Semarang, PT Refika Aditama.

Ira Alia Maerani, 2018, Hukum Pidana & Pidana Mati, Sa Prees, Semarang.

Jimly Asshiddiqie, 2009, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapa Hakim
Konstitusi, Pt. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Levin, Leah. 1987. Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia. Jakarta:Pradnya
Paramita.

Muladi (Ed). 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) Dan
Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham).
Bogor: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group. Ranuhandoko. (2003). Terminologi Hukum. Jakarta: Grafika.

Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS.

Jurnal

Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam
Persepektif Hak Asasi Manusia. Konferensi llmiah Mahasiswa UNISSULA
(KIMU) 4, 448-462.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643

Ahmad Syahrun, 2013, Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di
Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Ham), Skripsi,
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Aminullah. (2018) “Perlindungan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)” :
JUPE : Vol 3 : 8)

Amrani, H., & Wati, A. W. (2017). Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif
Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 1-61.

40



Dwi Priambodo Firdaus, 2017, Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia, Skripsi, Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Eko, Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum
Indonesia” : Jurnal IAIN Raden Intan, Lampung

Indiantoro, A., Febriansyah, F. 1., & Isnandar, A. (2020). Penyuluhan Hukum :
Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 1(1), 68-74.

Jujun S. Suriasumantri. (2009).Filsafat [lmu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kumalasari, R. (2018). KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF
HAM. Untidar, 2, 1-14.

Louisa Yesami Krisnalita. (2018) “Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di
Indonesia” : Binamulia Hukum : Vol7 No 1 : 71) Aeni, M. D. N, &
Bawono, B. T. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak
Asasi Manusia. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4, 448—
462. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimub/article/view/11643

Amrani, H., & Wati, A. W. (2017). Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif
Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 1-61.

Indiantoro, A., Febriansyah, F. L., & Isnandar, A. (2020). Penyuluhan Hukum :
Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 1(1), 68—74.

Kumalasari, R. (2018). KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF
HAM. Untidar, 2, 1-14.

Nations, U. (n.d.). The Universal Declaration of Human Rights.
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr booklet en web.pdf

Satriyo Kusumo, A. T. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum
dan Hak Asasi Manusia Internasional. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM,
3.

Susani, Triwahyuningsih. (2018) “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi
Manusia (HAM) Di Indonesia” : Jurnal Hukum Legal Standing : vol2, no.2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Veive Large Hamenda. (2013) “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia” : Lex Crimen : Vol II/No-1 : 113)

41



Web :

https://ham.go.1d/2022/01/3 1/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-
perpektif-hak-asasi-manusia/ (diakses pada Tanggal 3 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan :

Nations, U. (n.d.). The Universal Declaration of Human Rights.
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr booklet en web.pdf

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Mati

42



